
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah 
(LAKIP)
No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen/permasalahan yang akan dikonsultasikan terkait Penyusunan LAKIP, Pengembangan Kinerja 

dan Laporan Capaian Kinerja Triwulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Laporan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) per bidang • Mengumpulkan dan menyiapkan Laporan 

Kinerja • Rapat Koordinasi antar bidang tentang Laporan Kinerja • Menyusun dan menyampaikan 

Laporan Kinerja • Verifikasi Laporan Kinerja • Penetapan Laporan Kinerja

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Disesuaikan dengan surat masuk permintaan dokumen Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pengaduan Layanan
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Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulteng

Kasub Program

Jalan Soekarno – Hatta, Kompleks STQ JABAL NUR PALU
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